
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS 

OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM) TERHADAP 

PEREDARAN OBAT KUAT DI KOTA SEMARANG 

 

 

Skripsi 

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  

Memperoleh gelar Sarjana pada 

 Program Studi Hukum 

 

Diajukan oleh: 

 

Kepada 

 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 

 UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

 SEMARANG 

 2023 

HANDITA ASTAMA ABADHI  

NIM: 18.C1.0047 



5 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengulas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM di Semarang terhadap peredaran obat kuat di Kota Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang 

peredaran obat kuat serta bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM terhadap peredaran obat kuat di Kota Semarang.  

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan 

pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala 

ini yang didasarkan pada bukti-bukti nyata ditemukannya obat kuat ilegal serta 

interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data yaitu Balai Besar POM di 

Semarang dan penjual obat kuat. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. 

Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan data 

dengan studi lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi 

pustaka. Metode analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu 

perhitungan secara matematis.   

Hasil penelitian adalah dasar pengaturan hukum peredaran obat kuat 

meliputi: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Persaingan Usaha, dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 

Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Adapun bentuk pengaturan hukum 

peredaran obat kuat meliputi: Permenkes 917/Menkes/Per/x/1993, Permenkes 

Nomor 167/kab/B.VII/72 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002, Lampiran Permenkes Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk, Peraturan BPOM Nomor 

27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam 

Wilayah Indonesia, dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Jenis pengawasan 

yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang ada 2 yaitu, berdasarkan 

pelaksana pengawasan dan waktu pengawasan. Adapun mekanisme pengawasan 

yang dilakukan antara lain, patrol secara berkala, edukasi, cyber patrol, dan 

restorative justice sebagai tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran. Faktor-faktor 

penghambat proses pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu: penghambat 

pengawasan offline, online, dan lainnya.  

 

Kata kunci: Obat kuat, pengawasan, Balai Besar POM, ilegal.   

 

 

 


	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.1)

